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Hropinst Sumatera Barat merupakan salah =atu babagian dan
Megara Kesatuan Republik Indonesia vang moemtliki potersi daerah
vang harus teorus dikembanghkan bails o IMdang  perianian, mdusie,
pertambangan, kekavaan lautl dan lain sehagainva, Sebarai daerah
vang bernaung dibawah wilayal vang menganil sistem demokrasi,
Sumbar berhal dan bereenang serta herlewaijiban unrylk; mesgatur
dan mengurus segala masalah dan urusan rumah tangpanvia sendin
seslal dengan ketenluan  peraturan perundangan vang  berlaky
uniuk  meningkatkan dava suna dan  hasil guna  terhadap
penvelenggaraan  pemerintabhan daerah dalam ranglka pelayvanan
kepada masvarakar dan pelaksanaan pembangunan

Dalam ranpgka pelalsanaan Lononi prouh, sejalk
dikelvarkanmva  Undang-U tidang  Nomor 22 Tahun 1999,

meninhullan banvak akibal bagi proses pelaksanaan pembangunan
daerah, terutama di daerah Sumbar Limana sekecil apapun ralensi
daerah vang ada, harus tetap menjads bahan pertimbanpan ulama
dalam setiap pelakaanann pembangunan

Guna peneapaian pelaksanann pembangunan SCCATH
maksiunal, diperlukan adanya suatu perencanaan V&g malang,
dimana perumusan rencana pe mbangunan dacral harus diteleanksn
pada upava  mewwjudlkan pemingkatan  kescjahteraan masvara kat
melalur  peningkatan Hemampuan  da peanberdavaan  seluruh



melalui  peningkatan kemampuan  dan pemberdayaan  seluruh
prrangkal dacrah serta selurub unsur dalam masyarakat, Dalam hal
N, PUOVUSLTAN  porencanaan pembangunan  daeral ditupaslin
kepada Badan Perencanaan Pe mbangunan Dacerah {BAPPEDA] vang
dibentuk dengan Keppres Nomor 27 Tahun 1980,

Urntuk  penvelenpparaan tugas-tugasnya, Buppeda berTungsi
antara lain: menyusun pola dasar pembangunan daerab, menvusun
repelita daerah  tingkat |, IMENYUSUD  program-program  tahunan,
melaksanakan koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas, satuan
argansasi  lain, instansi  vertikal  dan badan-badan  lain  yang
bersangkutan, menvusun RAPRD tingkat | Dbersama-zama dengan
Biro Keuangan Daerah, dan lain-lain.

Mekanisme perencanaan pembanpunan tahunan i dacrah,
steara teoritis didasarkan pada apa vang disebut dengan mekanisome
Perencanaan  dari bawah., Dalam  artian bahwa  suaty DIOErATT
dikatakain final menjadi DIF setelah melewali @ tahapan perencansan
pembangunan  vang  meliputi musyawarall  pembangunan  des:
thnghat desa), temu karya pembangunan (tingkat kecamatan), rapat
koordinasi pembangunan  daerah tingkat 11 (tinglkat kabupaten),
rakorbang dat 1 {lingkan provinsi], konregbang vang kemudian
dilanjutkan dengan penviapan RAPBD serla tahapan akhir penviapan
[PDA.

Dalam  menjalankan  funpsi  dan tigasnyva ini, Bappeda
mengalami banvalk kendala, Kendals utama atau pokokova adalah
kurangnva dukungan  dan partisipasil masvarakat dalam  suarg
pravek, baik dalam proses perencanaan mavpun dalam proses
pelaksanaan, Hal ini disebablan karenn Bappeda sebapai badan
prerencanaan memitiki kekuasaan vang sentral schagai perwakilan
pemerntah pusat i daerab dimana dalam  merencanakan
pembangunan daerah memberikan batasan kepada hak masvarakat
daerah sendiri untuk ikut serta mengusullian, merencanakan suato
orovek yang menurul mereka terbaik untuk daerahnya,

Rurangnya dukungan dan partisipasif masavarakat terhadap
suatu provek, menvebabkan pelaksanaan petencanaan vang dibuar
lerasa kurang bermanfzat dalam pembangunan daerah. Bepitu juga
dengan kendala 1ain vang dihadapi oleh Bappeda. Namun denpan
diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilarapkan
ketentuan peraturan perundangan vang baru ing dapal memberikan
batasan terhadap  kelouasaan monopoli dari pemerintah pusat
terhadap  decrah  dan  lebih  memhberikan kebebasan  kepada
masyvarakat daecrah  untuk dapal  merencanakan kepentingan
daerahnva sendir,



BABI

PENDAHULUAN

\.Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan dan penvelengearaan pemerintahan dalam suain
negara terlingkup dalam berbapat urusan batk i daerah maupun
tli pusat, sehinggs harus ada pembagian dan pembatasan vang
Jelas antara suaty urusan vang letap me njadi urusan pemerinrab
pusat dengan urusan lain vang menjadi urasan rumah {anpges
dacrah setddis

Penyelengparaan pemerintaban i dacrah di- dasarkan pada
pasal 18 avat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 VANE
berburyi;
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi alas dacrah-daerah
provinsi dan daerah provinsi ftu dibagi atas kabupaten dan kota,
vang lap-tiap provinsi, kabupaten, dan kots itu mempunyai
pemerintahan dan dacrah, vang diatur dengan wndang-undang,

Adany: hubungan tmbal balik antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam menyvelengrarakan urusan pemerintatan
menimbuikan adanva dua jenis pemerintalian, valoni pemerintahan
darvi daerah  otonom  vang  diadalan sehagal pelaksana  asas

desentralisasi rteritorial  dan pemerintahan dan wilavah



LN

administrat!  vang diacdakan sebapai polaksana ASHS
tlekonsentrasi :

Pelaksanaan  asas  delonsentrasi merupakan perwijudan
pelimpahan wewenang dari pemeriniah kepada Gubernur sebapad
wakil pemerintah dan/fatau peranglat pusat i daerah, Karena
pemerintah di negara kita merupakan pemerintal nasional vang
melpuli wilavah-wilavah hesar dan bkecil vang tersehar oi selucuh
wilavah nasional, maka kepentingan dar pemerintab pusat fru
senantiasa ada di selurub wilavah negara belapapun  kecilnva
kepentingan  terscbut. Dalam realisnsinva, asas  inl  secars
metitusional diwadahi dalam bentule Kantor-Kantar Depariemen
dan  Hantor-Kanlor Wilavah. Kedua perangkat  inilah vang
merupakan crgan pelaksana urusan pemeriatah pusat di daerah.

sedangkan pelaksanann  asas  desentralisos merupakan
perwujudan penverahan wewenang pemerintah olelhy pemerintah
pusal kepada daerah otonom dalam werangha Negara Kesatuan
mRepublik Indenesia, Asas ini mewadahi kepentingan atau aspivas:
nasional vang memberikan kewenangan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus dacrahova sendin apgar lebib berdava

P sucjive; Sebageon Poorersiscly Prosor don Pevvvrisnaly Daviveh, Rinekn © it Jakara
o Hal 153
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HESIMPULAN DAN BARAN

A. Kesimpulan

1.

[

Berdasarkan Pasa] 2 avel (1) Keputusan Presiden Mamor 27
Tahun 1980 Yang menegaskan bahwa Bappeda Provins aclalat
Badan stal  vanp langsung berada dibawah dan
bemtangaunginwahb kepada  Gubernur atan Kemala Daemah
Frovinsi,  Bappeda MEMPpUNyYai  tugas  an fungsi  unruk
membanty Gubernur/Kepaia Dacrah  dalam menentukan
kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daeral
Provins: seria memberikan penilaisn ams prlakasanaannva,
Dalam  merencanakan tigasnyva iy Bappeda  wajih
mengusahakan keterpaduan ANLATA PErencanaan nasional tdan
taerah serty menghkoordinasikan aspek-aspek perencanaar dari
seluruh unit-unit vertikal vang terdapat dalam wilavahnys.

Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dacrah i
dasarkan pada PETERCanaan dar hawah yang harus merekam
aspirasi masvarakat i daerah melalui & tahap penvusunan
perencanaan dengan  mekanisme bottom  up planning vang
dimulai darq tingkat rean sampat tingkar nasional, Panjangnya

lahapan vang harus dilalur dalam MENVUSUN  perencanaan
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